PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bjn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:
Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan
Karyawan Kandang Ayam, tempat kediaman di Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (saat ini bertempat
Kabupaten Bojonegoro), sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan
Karyawan Pabrik, tempat kediaman di, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Januari 2024
yang terdaftardi KepaniteraanPengadilan Agama Bojonegoro, Nomor
147/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 05 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa
tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah
1439 Hijriyah, yang dicatatoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor 0483/010/1X/2018, tanggal 4 September 2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatusjejaka dan Termohon
berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun 3 bulan;
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Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun
dan harmonisdan keduanyatelah berhubungarbadan sebagaimana
layaknya suami istri;

Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan
Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Zafran Kenzi Al
Rafik umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa sejak bulan Desembertahun 2022 rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon
untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, tapi Termohon menolak dan
malah mengajak pisah, orang tua Termohon sering ikut campur dalam
urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa puncak keretakanhubunganrumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebutterjadisekitar bulan Desembertahun 2023 yang
akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ke
rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung
selama 2 minggu;

Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih
tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan
Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankanlagi dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraianmerupakanalternatifterakhirbagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk
rukun dalam rumah tangga;
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11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkanalasan/dalil-dalidli atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama BojonegoroCq. Majelis Hakim yang memeriksadan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Bojonegoro;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan;

Bahwa selanjutnyaPemohon mengajukanpermohonanpencabutan
perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjuthnya Pemohon mengajukan permohonan
pencabutan perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan
untuk mencabutperkaranyadan proses persidanganbelum sampai pada

tahap jawaban sehingga Termohon secara langsung belum terserang
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kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut
perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan
perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bjn dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan kepade
Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bjn.
dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut
permohonannya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak
perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan
menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271
dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
147/Pdt.G/2024/PA.Bjn dari Pemohon;
2. MemerintahkarPanitera untuk mencatatpencabutanperkara tersebut
dalam register perkara;
3. MemerintahkanPemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkanpada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto,
S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon;
Ketua Majelis,
Drs. Abd. Gani, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Drs. H. Mahzumi, M.H. Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 325.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
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Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah).
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